BAB IV
PROSES PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT
LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN

PERINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

A. Sistem Pembagian Waris Hukum adat Lampung Saibatin

Berdasarkan hasil wawancara dendaalom Mangku Alam Haspf
bahwa pada asasnya di dalam masyarakat Lampung ryemganut sistem
Patrilinial, yaitu suatu masyarakat hukum, di mpagea anggotanya menarik garis
keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dgral terus ke atas, sehingga
akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyam@gnAkibat hukum yang
timbul dari sistem patrilinial ini adalah, bahwatriiskarena perkawinannya
(biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran jupmg dikeluarkan dari
keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluargaisiya. Anak-anak yang
lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang atenjadi milik Bapak
(Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-aketkirunannya yang laki-
laki.

Di dalam hukum adat Lampung Saibatin yang menjadli aaris ialah

anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebkelnarga tersebut, apabila

"Hasbi, Dalom Mangku Alam Pekon Patoman, wawancara tanggal 5 September 2013.
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dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai éadakaki maka pihak

keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantiakalhya untuk menjadi

anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris édavaps karena menurut hukum
adat Lampung bila sebuah keluarga tersebut tidakpuayai ahli waris (anak

laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putusrk@an. menurut hukum adat
Lampung saibatin yang termasuk warisan bukan hhay@a benda pewaris saja
tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat y#@s®anahng oleh pewaris
didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam huladat akan memegang
peranan penting didalam keluarganya karena diagdem pengganti ayah dalam
tanggung jawab keluarga besarnya , baik dalam érajyrusan harta waris yang
ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota kgéugang ditinggalkan pewaris

,dan juga menjaga nama baik keluarga.

B. Proses Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung 8ibatin

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalatbagaimana pewaris
berbuat untuk meneruskan atau mengalihakan harik@ay&an yang akan
ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris it@sim hidup dan bagaimana
cara warisan itu diteruskan penguasaan dan penmal@aatau cara bagaimana

melaksanakan pembagian warisan kepada para weeiatspewaris wafdt.

" Ibid...
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Masyarakat adat Lampung saibatin biasanya menggunzeberapa cara
proses pewarisan, diantaranya adalah dengan caeausan atau pengalihan dan
dengan cara penunjukkan.
1. Penerusan atau pengalihan
Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hakkatudukan
dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewarumur lanjut
di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumajgtandemikian
pula adik-adiknya. Dengan penerusan dan pengalihak dan
kewajiban sebagai kepala rumah tangga mengganéiiahnya atau
dalam istilah lampun@lgradu Tuha maka selama ayah masih hidup,
ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan nieanbeaporan
dan pertanggungan jawab kekeluargaan. Termasukmdedati
penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertsetggai dasar
kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-zaak akan
kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya perabe@atau
diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bithéhapg tanah
ladang,kebun atau sawah, untuk anak lelaki ataeng@ran yang akan
berumah tangga.

2. Penunjukkan
Di daerah Lampung juga dikenal cara penunjukkan Bengonjuk
jolma tuhaoleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewarad&ep

ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahngagpasaan dan
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pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepéiawaris
setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masibfidhaka ia berhak
dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkaneitapi di dalam
pengurusan atau pemanfaatannya dari harta itu silejadt dinikmati
oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarh&atpung
saibatin, biasanya apabila orang tua memberikaags®b hartanya
dengan cara penunjukkan, maka seluruh anak-anakkyanpulkan.
Berdasarkan penjelasan di atBslom Mangku Alam Hasli selaku
punyimbang pada Marga Negara Batin menambahakajelassm
dengan contoh berikut, bahwa setelah seluruhnyeubrgul, maka si
bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yaagnya satu
hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaksiyA, kemudian
mobil yangbiasa dia pakai untuk anaknya si B. Bildah demikian
maka jika kelakbapaknya meninggal dunia, barulalA sian si B
berhak atas harta yang diberikan. Bagi masyarallat Lampung
saibatin selain harta yang sudah diberikan derglan penerusan atau
pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yda§§ tibagi akan
dikuasai oleh anak tertua laki-laki, misalnya runpaninggalan orang
tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkanavagau pesan
terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan h&utadcara otomatis

akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki. Sedandkesudukan anak

2 Ibid..,
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angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnyal&egang tua
adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anbkdbrmaupun

tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yehguti tanggung

jawab atas segala harta warisan dan kerabat dargdua adat anak
laki-laki yang telah diambil menjadi suami terselatddudukannya
menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebaggirpbang, dalam
hal menggunakan harta warisan kedudukan suami étalah sejajar,
tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisaami isteri

sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagak mentuha ini
telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, ap teaja

kedudukannya suami adalah di tempat si perempuaalanD
melakukan perbuatan hukum antara suami dan issdand sistem
perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yangpak keluar
adalah suami, namun dikarenakan pengaruh isteh bdsar daripada
suami, maka kedudukan suami lebih rendah darii,i$tal mana akan
nampak dalam kekerabatan adat dipihak isteri, davarami hanya
bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkamadadn adat
berada di tangan kerabat isteri, karena dalam riakuami hanya
sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapht lakidaki,

sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggdidnada sama
sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah akiakaki hasil dari

perkawinan itu.Dalam hal ini apabila si anak wanyeng setelah
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melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, beberapa waenonudian
meninggal dunia tetapi selama berkeluarga itu neerddelum
dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun peresmpuberarti hak
terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yanghteliangkat menjadi
anak angkat adat (anak mentuha) hilang, dan pwtusunan hanya
sampai disitu saja. Dengan demikian otomatis aakklaki tersebut
walaupun telah diangkat secara adat dianggap sukdhlar dari

kekerabatan keluarga besar isteri.

Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Sadhlakukan sesudah
pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudalars meninggal, yaitu
pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sabagawaris yang bertanggung
jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga mend@anperan pewaris (ayah)
sebagai kepala keluarga. Pada sistem pewarisan rabiemasyarakat adat
Lampung Saibatin ahli waris selaku anak laki-lakiua dapat membagi-bagikan
harta warisan kepada adik-adiknya berdasarkandtenjdari keluarga, sehingga

sistem pewarisan individual tidak dikenal pada Maakat Lampung Saibatin.
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BAB V
PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

SAIBATIN DIKAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Harta waris menurut Hukum adat Lampung Saibatin

Berdasarkan hasil wawancara dendaalom Mangku Alam Hasbi
diproleh keterangan bahwa dalam waris adat Lamphbada peninggalan yang
diwariskan dibagi menjadi Harta Pusaka Tinggi, ydiarta yang telah turun-
temurun dalam beberapa keturunan, atau harta @éakknmoyang dan Harta
Pusaka Rendah, yaitu harta yang dikuasai oleh tgduearena mata pencaharian
sendiri. Dalam adat Lampung Saibatin wanita sankaliséidak mendapatkan
bagian warisan, baik untuk Harta Pusaka Tinggi maugarta Pusaka Rendah.
Akan tetapi anak perempuan sewaktu menikah diberdem-san yaitu harta
yang dianggap juga warisan antara lain rumah leeseihya, atau hanya
perlengkapan rumah tangga dan perhiasan emas sesigan kemampuan orang
tuanya.

MenurutDalom Mangku Alam HaspBf bahwa dalam sistem kekerabatan
patrilinial yang dianut oleh masyarakat Lampunggsdtjelas menempatkan kaum

laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Adaatignsur yang perlu dibicarakan

"*Hasbi, Dalom Mangku Alam Pekon Patoman, wawancara tanggal 5 September 2013.
74 .
Ibid..,
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untuk menelaah hukum kewarisan adat dalam lingkungdat masyarakat
muslim di Lampung, yaitu pewaris, ahli waris, damta warisan.
1. Pewaris
Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dulaa
meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepadargelnya yang masih
hidup. Karena itu yang tergolong sebagai pewareladdorang tua, yaitu
ayah, ibu, dan saudara-saudara. Selain itu, bjadiehubungan perkawinan,
yang kemudian salah satu di antara keduanya mealigsgn meninggalkan
harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.
2. Ahli Waris
Ahli waris adalah Anak-anak dalam hubungannya dergang tua
dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anakatiak angkat, anak
pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukammgsing-masing

berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, texutilam hubungan

dengan masalah warisan

a. Anak Kandung
Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah danydwadalah
anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya ssaka
anaknya adalah anak kandung yang sah, apabilavged ayah

dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi analukanyang
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tidak sah.Menurut hukum adat Lampung perkawinangyaah
adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hulgama Islam
dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan garkawinan
itu adalah anak yang sah menurut hukum adat ddnkaleenanya
ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baikmdlarta warisan

maupun kedudukan adat.

b. Anak tiri
Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandyagg di bawa
oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehinggahsseorang
dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tidi anak tiri
adalah anak bawaan dalam perkawinan.Kedudukantandilam
bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlelaaspengaruh
kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halajam bentuk
perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakadt kaailau-
bapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapaisadr
pisahakan dengan nyata, antara harta bawaan, fpemgghasilan,
harta pencaharian dan barang-barang hadiah pergawialam hal
ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari gorara yang

melahirkannya.
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c. Anak Angkat
Anak angkat adalah anak orang lain yang dianglkat ofang tua
angkat dengan resmi menurut hukum adat setempatrediakan
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau peanaehn atas
harta kekayaan rumah tangga, contonya di lingkumgasyarakat
adat kelbu-an seperti berlaku di daerah Minangkalsamendo
sumatera selatan dimana keluarga yang hanya meapangk
laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengabganak
wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan psmarang tua

angkatnya.

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut *“anak semang’
(Minangkabau),anak pungut (Jawa), ialah anak orang yang
diakui anak oleh orang tua yang mengakui karenasbksihan
atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tepagsbantu
tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terh@dagtua
yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karada gasarnya
pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukuaraasi
anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukamak dirubah
dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalany& akaian

mendapat bagian harta warisan dari orang tua yamgakuinya.
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e.Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut “anak titip”, ialainak yang

diserahakan orang lain untuk dipelihara sehinggagwyang tertitip
merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hgén hukum
antara si anak dengan orang tua yang menitipkap @&tda, anak
tersebut adalah waris dari orang tua kandungnykarbwaris dari
orang tua yang memeliharanya. Orang tua kanduramak tetap
berhak untuk mengambil si anak kembali ketanganayau

sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban merzer

penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharany

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggatdikeh seseorang
yang meninggal dunia, yang terdiri atas: (1) hadaaan, yaitu harta yang
dimiliki seseorang sebelum kawin. Harta bawaan akan akan kembali
kepada keluarga si meninggal bila mendiang tidaknitile anak; (2) harta
perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari hasdha suami-isteri selama
perkawinan; (3) harta pusaka, yaitu harta yang &alwariskan kepada orang
tertentu dan tidak dapat dibagi-bagi, melainkanatiainikmati bersama oleh

ahli waris dan kerabatnya; dan (4) harta yang mggunyaitu harta warisan
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yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karesta-satunya ahli waris yang
akan menerima harta itu tidak diketahui dimanaeiaata.
Subjek pewarisan menurut masyarakat Adat Lampurigaa adalah
sebagai berikut :
1. Pewaris

Susunan kekerabatan masyarakat adat Lampung Batsiderung
mempertahankan garis keturunan pria (patriliniaka pada umumnya yang
berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum priaj ggeh atau pihak ayah
(saudara-saudara pihak ayah), sedangkan kaum vioakié@ sebagai pewaris.
Jadi ibu atau pihak ibu, saudara-saudara ibu r&kdan wanita buka pewaris
dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewans [gtu dapat dibedakan
antar pewaris pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris-pewaris pwyal(, paman, dan
saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkanhakk penguasaan atas
harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan debebapa generasi keatas,
yang juga disebut harta nenek moyang. Pewaris dpaddibedakan antara
pewaris mayorat pria dan pewaris kolektif pria. &egkan pewaris pusaka
rendah adalah pewaris pria yang ketika wafatnyaimggalkan penguasaan

atas harta bersama yang dapat dibagibagi olehyzars.
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Dalom Mangku Alam Haslmenyatakan bahwa :

Hukum waris adat yang berlaku pada adat LampundgbaS8ai
khususnya di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Penngse
menggunakan sistem pewaris tunggal yang dalam aadfeesrah ini
disebutNuhakon Ragatdalam istilah modern disebut Mayorat laki-
laki, yaitu anak laki-laki tertua yang berhak measgpi atas harta
peninggalan keluarga dengan hak dan berkewajibangaer dan
mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar muasgawdan
mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadik tertua
berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikd@ma
masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan masyaadiat yang
susunan kekerabatannya kebapakan (patrilinialu yakerabatannya
mengutamakan keturunan menurut garis laki-faki.

Sehingga anak laki-laki tertua yang menjadi pewgatur lurus”,
kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki, anak r@enpuannya yang menjadi
pewaris dan dinikahakan dengan perkawinan semagliagga suami dan
anak perempuannya menjadi pewaris, yang keturusakemudian nantinya
diteruskan oleh anak laki-lakinya.

Berdasarkan wawancaRaja Suku Suhainf,yang dimaksud pewaris
dalam masyarakat adat Lampung Saibatin adalahpsatiak laki-laki tertua
(urai lurus), apabila dalam satu keluarga hanya memiliki apatempuan
saja, maka anak perempuan itulah yang menjadi [Eewdan tetap

dinikahakan dalam bentuk perkawinan semanda sehisggmi dari anak

7 Ibid
7% Suhaimi, Raja Suku, wawancara tanggal 4 September 2013
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perempuannya menjadi pewaris yang keturunannya di@munantinya
diteruskan oleh anak laki-lakinya untuk menegakk#éawa perempuan.

MenurutRaja Suku Suhaintiahwa :
Kedudukan pewaris dalam masyarakat adat Lampundatfai
memiliki kedudukan tertinggi, baik yang melakukarkawinan jujur
maupun semanda, anak tertua tetap memiliki kedudtéeinggi. Hal
ini dapat diketahui dari lima responden pasangamsistri yang telah
melaksanakan sistem pembagian warisan, semua Espon
menyetujui bahwa pewaris adalah Bapak selaku kdgisarga dan
memiliki kedudukan tinggi. Karena ia memiliki keddign dan
kewibawaan dalam menentukan siapa yang akan melapenarta
warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat adanpung
Saibatin mengakui pewaris adalah Bapak selaku &dpzlarga dan
memiliki kedudukan yang paling ting@i.
2. Ahli waris
Dikalangan masyarakat adat Lampung Saibatin, andkng pria
adalah ahli waris utama yang menguasai selurula lpeminggalan ayahnya
yang tidak terbagi-bagi. Dengan kewajiban menggketiudukan ayahnya
yang sudah tua atau sudah wafat sebagai kepaleg&eterumah ayahnya,
yang bertanggung jawab mengurus dan memeliharaaakkya yang belum
dewasa untuk dapat hidup mandiri baik pria maupanita.
Ahli waris adalah anak laki-laki tertua, kecuatigk ada anak laki-laki

dalam kelurganya maka anak perempuan tertua ityaaieahli waris dan

memiliki kedudukan tertinggi ,tetapi dalam hal peagpan saja. Namun

7 Ibid...
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dalam hal anak laki-laki tertua meninggal lebih Wlah maka anak laki-laki
tertua yang masih hidup dapat menjadi ahli waris.

Harta warisan yang dalam masyarakat adat Lampuibgt8aadalah harta
pusaka turun temurun dari generasi ke generasi glavgrisi dan dikuasai oleh
anak laki-laki tertua. Bentuk harta yang tidak bgow yaitu hak-hak atas gelar-
gelar adat, kedudukan adat, hak-hak atas pakaialengkapan adat, hak
mengatur dan mewakili anggota kerabat. Sedangkeah&layang berwujud yaitu
pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan, bamgumah, tanah pertanian
dan perkebunan. Harta warisan ini hanya boleh dé&ualeh ahli waris namun
tidak boleh untuk di perjual belikan karena merwgpakarta keluarga.ahli waris
hanya dapat mengelola dan menikmati serta tetajarggung jawab terhadap
anggota keluarga pewaris sampai anggota pewasshigr dapat berdiri sendiri
atau sudah menikah.

Sistem pembagian warisan yang menggunakan sisteyoratdaki-laki
pada masyarakat adat Lampung Saibatin dengan mamuaki-laki, bermaksud
agar anak laki-laki tertua yang memperoleh haksvamggal dari orang tuanya
khusus untuk harta tuadrta tuhg yaitu harta yang turun temurun dari kakek dan
neneknya keatas. Secara jelas, harta orang tudattuyang dikuasai orang tua

ada 2 macam, yaitu:
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a. Harta Tua, yaitu harta dati kakek nenek keatagdlmrsaka tinggi);
b. Harta pencaharian, yaitu harta pencaharian yaregagh selama perkawinan
orang tua (harta pusaka rendah).

Berdasarkan wawancara dendgRaja Saibatin Humaidfi® di daerah ini
tidak dikenal harta suami atau harta istri yangisath sebab apabila terjadi
perkawinan maka sistem perkawinannya menentukaosstearta. Jika sistem
perkawinannya jujur, istri membawa harta bawaarkarfaarta bawaan itu akan
bercampur dengan harta suami dan dianggap sebagaigencaharian bersama.
Demikian juga dalam perkawinan semanda, jika suaembawa harta bawaan
maka harta tersebut juga akan bercampur dengamikfartditempatnya semanda.

Di dalam harta tua yaitu harta yang turun temuran Kakek neneknya
maka yang mewarisi hanyalah anak laki-laki tereejang saudara-saudaranya
baik itu laki-laki atau perempuan, tidak mempunyak waris dari harta pusaka
tinggi, contoh dari yaitu rumah, tanah, perkebusamwah, dan alat-alat pusaka.

Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagaierus keturunan
orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan seébag

a.Penerus kepunyimbangan orang tuanya

b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak ataayesln, warisan

maupun pusaka dari kerabat orang tuanya

78 Humaidi, Raja Saibatin, wawancara tanggal 3 September 2013
79 .
Ibid..,
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c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jaegédda kerabat,
keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nkepanyimbangan
(kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekemabata

Secara sepintas nampak seakan-akan tidaklah aiédnmsipembagian
warisan dengan sistem ini, baik itu dari segi miteraupun dari segi moril.
Namun sebenarnya dari segi moril anak laki-laktuterakan sangat rugi dan
justru saudara-saudaranya yang lain yang tidak tdejaisan tersebut yang
beruntung. Hal ini disebabkan, karena anak laki-takua tersebut disamping
mendapatkan anugerah haknya, yaitu hak waris harsaka tinggi, ia juga
dibebani  kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajibanersébutlah  yang
sesungguhnya sangat berat, kewajiban tersebut hadegitu anak laki-laki
tersebut menikah maka seluruh tanggung jawab agalbayk keluar ataupun
kedalam, beralih kepada si anak laki-laki tertuagbut. Misalnya kegiatan keluar
adalah gawi adat (pesta adat), menghadiri undangan perkawinan, kamat
membayar iuran adat (pajak adat/denda adat) membaendirikan rumah,
menanam padi, menuai padi, menanam pohon-poharkiipunan, dan lain-lain.

Pada intinya anak laki-laki tertua tersebut akannjateé wakil dari
rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat kebadék mengenai keluarga
ataupun biaya. Kebiasaan ini masih berlaku sangd@rang di dalam masyarakat

adat Lampung Saibatin, karena peran anak tertudaldkdia anggap penting
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untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Sebagéblt tanggung jawabnya
ke dalam adalah anak laki-laki tertua tersebut aoggung jawab untuk
menghidupi seluruh kebutuhan keluarga besarnyaarbbknya keluarga intinya,
mengurus orang tuanya yang masih hidup, menguras ndembiayai segala
keperluan adik-adiknya, mulai dari membiayai makarembelikan pakaian,
membayar uang sekolah, sampai adiknya tersebutsdevemn pada akhirnya
membiayai perkawinan adika-diknya.

Pada masyarakat Lampung Saibatin dikenal istilakgpénan jujur dan
perkawinan Semanda. Berdasarkan kedua bentuk pedawersebut terdapat
subjek yaitu pewaris dan ahli waris, objek yaitutéawarisan dan sistem
pewarisan yang meliputi sistem pewarisan kolekiif distem pewarisan mayorat
laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bgineses pembagian harta
waris menurut hukum adat Lampung Saibatin Di KedamaPagelaran
Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung, dapat ditllaai struktur masyarakat
adat Lampung Saibatin adalah Patrilinial yaitu naagkat yang lebih
mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawimasyarakat patrilinial
Alternerend Karena menganut sistem kekerabatan patrilinial,akam
perkawinannya dilakukan dengan “jujur’, sehinggéelsd selesai perkawinan

isteri harus ikut kepada pihak suami Subjek pewarigdalah pewaris dan ahli
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waris. Pewaris adalah orang yang memperoleh heaatsan (harta pusaka, dan
harta pencaharian) yang nantinya harta tersebut di@ihakan kepada abhli

warisnya (anak laki-laki tertua). Sedangkan ahliisvadalah anak laki-laki tertua
yang diberi tanggung jawab oleh orangtuanya untekjaga dan memelihara
harta warisan dan dipergunakan sesuai dengan aaag Yerlaku pada

masyarakatnya. Objek warisan dalam adat Lampunga@aiadalah harta turun
temurun dari kakek yaitu, rumah, tanah, perladardganseluruh barang-barang
pusaka peninggalan dari kakek dan apabila ayahmmiliki harta pencaharian

sendiri maka harta tersebut dapat dibagikan kemadék-anaknya bergantung
pada keputusan keluarga dengan menggunakan musyavgistem pembagian
harta warisan menurut masyarakat adat Lampung tBailmenggunakan sistem
pembagian warisan mayorat laki-laki dengan perkawijjur dimana anak laki-

laki tertua yang menerima harta warisan.

Pelaksanaan pewarisan terjadi pada saat pewarimggah dunia. Anak
laki-laki tertua disini adalah anak laki-laki pajirtua yang masih hidup saat
pewaris meninggal dan mewariskan hartanya, jadktithnya terpaku pada anak
sulung saja. Apabila anak laki-laki sulung sudamimggal, sementara anak laki-
laki kedua masih hidup, maka anak laki-laki kedeesdbutlah yang masuk
kategori anak laki-laki tertua yang anak mendapagidn warisan ayahnya.
Bahakan anak lelaki kedua yang masih hidup puik tisendapatkan bagian harta
warisan. Karena kesemuanya dipegang dan diurusd&epaak laki-laki tertua

untuk diatur dan dijaga secara baik.
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Proses pembagian harta warisan pada masyarakatadaung saibatin
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat gumenpertahankan
kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuagi bnasyarakat adat
Lampung saibatin, apabila terjadi perselisihan rdagembagian harta warisan,
dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adati sekhcari jalan keluar
dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakatmenemukan kesulitan
maka keluarga selalu menyerahakan permasalaham&emaadilan adat yang
dipimpin para punyimbang adat untuk memecahakamlatz

Dalam sistem perkawinan diutamakan atas dasakebimpok keturunan
(lineageg, yaitu keturunan yang saling berkaitan dari nemglyang yang sama.
Kecuali itu perkawinan didasarkan atas satu geeisirknan descent dengan
prinsip patrilinial (garis keturunan ayah). Pringpris keturunan ini memiliki
konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang mehgals masuk kedalam
marga suaminya dan meninggalkan marga asalnya.a Hadrisan dalam
kelompok kekerabatan ini pihak perempuan tidak rikirhiak.

Dalom Mangku Alam Hasbf'menyatakan bahwa sistem kekerabatan
dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Saibatla penumnya menganut
prinsip patrilinial dan patrilokdl” Dalam prinsip patrilinial berarti pihak laki-laki
yang melamar perempuan dan kemudian menetap dihrpihak keluarga atau

kerabat laki-laki. Bagi perempuan (isteri) yangakeimenikah secara patrilokal

80 .

Ibid..
# Hasbi, Dalom Mangku Alam Pekon Patoman, wawancara tanggal 5 September 2013.
82 .
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127



menetap di rumah keluarga luas suaminya. Apabilzuade keluarga hanya
mempunyai anak perempuan, maka untuk meneruskarukannya dapat diatasi
dengan cara ngakuk ragah (mengambil suami). DiEga dilihat, bahwa anak
perempuan tidaklah dianggap sebagai ahli warisa@elratatan bahwa suami ini
bukan anak pertama dari keluarga asalnya, sebak p&dama merupakan
penerus keturunan dikeluarganya sendiri. Suami ydiagbil (menantu) itu
dalam proses adatnya secara langsung diangkat @eakmertuanya. Bentuk
perkawinan semacam ini tidak menggunakan jujurnakgapi hak suami dalam
hal waris sejajar dengan isterinya.

Sebaliknya, jika dalam perkawinan ini pihak suaidak diangkat anak
oleh mertuanya, maka kedudukannya dalam kelualgla tendah dari isterinya.
Bentuk perkawinan yang terakhir ini pihak laki-lajguami) hanya berfungsi
untuk meneruskan keturunan belaka (semanda). Bhamiasarkan uraian diatas,
pada masyarakat Lampung Saibatin Pagelaran, spgtarbhagian warisan berlaku
sistem mayorat laki-laki, sedangkan sistem pewariadividual tidak dikenal.

Karena harta warisan tidak dibagikan secara pegaran

B. Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Lampumn Saibatin
Masyarakat Lampung memiliki kehidupan yang merupakaplementasi
tatanan moral yang berlandaskan pada falsafah hRiilp Pesanggiri. Piil

pesanggiri merupakan sumber motivasi agar setigmgoiLampung dinamis
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dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai yang bes&tup terhormat dan
dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Masyarakat adat Lampung Saibatin, piil-pggéi merupakan
pandangan hidup yang berfungsi sebagai pedoman gmdaku pribadi dan
masyarakat dalam membangun karya-karyanya. Sebeg@ekuensi untuk
memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalkehidupan
bermasyarakat, maka sebagai warga masyarakat kagitx@w untuk menjaga
nama dan perilakunya agar terhindar dari sikappdsthuatan tercela juga jangan
sampai melanggar Hukum Agama maupun Hukum Negara.

Lebih lanjut munurubalom Mangku Alam Hasbibahwa sampai saat ini,
di masyarakat Lampung Saibatin sendiri belum attardikan persoalan sengketa
waris yang berakhir ke Pengadilan. Karena ahli svéain, khususnya pihak
wanita, merasa apabila menuntut haknya berarti kaeadan mencoreng nama
keluarga dengan bersikap tercela, dan hal ini bemgan dengan falsafah Paiil
Pesanggiri. Karena menjaga nama baik dan hargakeiuarga besar adalah
tanggung jawab anggota keluarga blagis@) tersebut.

Musyawarah keluarga serumah di lingkungan masyargdeaental,
patrilinial atau matrilineal merupakan kebiasaangyaderfungsi dan berperanan
dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekghan. Di masa
sekarang, sengketa harta warisan tidak saja tegaditalangan masyarakat

parental, tetapi juga terjadi di kalangan pat@indan matrilineal, hal mana

# Hasbi, Dalom Mangku Alam Pekon Patoman, wawancara tanggal 5 September 2013.
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dikarenakan para anggota masyarakat adat suddhdabyak dipengaruhi alam
fikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuaraizadan timbulnya banyak
kebutuhan hidup, seorang perempuan yang melakukdgkawinan jujur, dan
tidak mendapatkan warisan dari Bapaknya. Sehinggsa rmalu, rasa
kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin. suru

Dalom Mangku Alam HasHi menyatakan bahwa dalam pembagian
warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggdidak akan dibagi-bagi
sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan peetmhankan
berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapaaekenyataannya, seringkali
timbulnya sengketa warisan di antara anggotaand@gisarga yang ditinggalkan,
apabila para pihak yang diberi hak untuk menguaaga peninggalan seringkali
menganggap bahwa harta tersebut merupakan hakbataan warisnya. Oleh
karena itu, pada masyarakat Lampung Saibatin khyausli Kecamatan
Pagelaran Kabupaten Peringsewu apabila terjadiussahgketa, dalam hal
penyelesaian masalahnya masyarakat adat selallamgian keluar dengan cara
kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghaasilksuatu
keputusankeputusan yang dihormati warganya.

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang diplerdéi Hasbi selaku
punyimbang adat di Pagelaran, terdapat dua macasyawarah yang biasanya
dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibati:ymusyawarah keluarga

dan musyawarah adat (peradilan adat).

8 Ibid..,,
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Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri olemus anggota
keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan tdisamah keluarga besar,
lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satugossmng dituakan dalam
keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpinsyawarah tersebut.
Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadith életua adat sebagai salah
satu orang yang dapat memberikan saran yang natrph memihak pendapat
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setedsimasalahan dikemukakan
oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian dijakn keluarnya yang terbaik
bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua laeldtijuan untuk memberikan
pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasabkahat dan mengenai tata
cara pembagian warisan yang dianggap adil menetahkuan adat yang berlaku.
Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kapakat, baru kemudian
permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenaiisea antara pihak
yang satu dengan pihak yang lain, maka perkaraltetslapat dibawa ke dalam
musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Demtjaadiri oleh ketua adat
(punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat lggmglan anggota-anggota
kerabat yang bersengketa.

Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpimsyawarah
tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan gangnnetral tanpa memihak
pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainBgtelah permasalahan

dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kémudicari jalan keluarnya
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yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini perapanyimbang bertujuan
untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuélmpeatau nasehat-nasehat
dan mengenai tata cara pembagian warisan yanggdipragil menurut ketentuan
adat yang berlaku. Bagi masyarakat adat Lampursgersi musyawarah dan
pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menumgkatian-tingkatan
kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung,sematga,ne@rga), sebagaimana
urutan struktur masyarakat yang bersifat genealpagislinial. Apabila ternyata
dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatiusahakan masalah
tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalaradidan hukum. Karena
menurut masyarakat adat Lampung, dibawanya magaedelisihnan sampai ke
pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan kelug@yag bersangkutan tidak
terhormat lagi di mata masyarakat adat. Pada malsyiaadat Lampung Saibatin,
khususnya di Kecamatan Pagelaran, sengketa mengangan belum pernah
sampai ke pengadilan, karena rasa kekeluargaan masth tinggi dan peranan
punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyaadihaisetempat. Dengan ini
dapat dilihat bahwa pembagian warisan pada masyiasalat Lampung Saibatin
bertentangan dengan pembagian warisan dalam Huam.|

Pada masyarakat Lampung Pesisir khususnya di Préégara Batin
apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyalessasalahnya masyarakat
adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekgdian dan musyawarah
mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-kepugasamndihormati

warganya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangag ggreroleh darDalom
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Mangku Alam HasBi® selaku tokoh adat di pekon Negara Batin, terddpat
macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh mesteadat Lampung
Saibatin, yaitu : musyawarah keluarga dan musydwadat (peradilan adat).

1. Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri odghus anggota keluarga
atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu runkafuarga besar, lalu
dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yhtuakan dalam
keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpumsyawarah tersebut.
Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadeh ddetua adat sebagai
salah satu orang yang dapat memberikan saran yetngl tanpa memihak
pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lairdgtelah permasalahan
dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kiamudi cari jalan
keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalamirtigberanan ketua adat
bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu bemgiah-petuah atau
nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagisarwgang dianggap
adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jikandatausyawarah keluarga
tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permhaal#&u diselesaikan dalam
musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengewaiisan antara pihak yang
satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersddguat dibawa ke dalam

musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Derdyaadiri oleh ketua

® Ibid..,
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adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemukayadgtlain dan anggota-
anggota kerabat yang bersengketa. Punyimbang admjadn juru bicara

dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai oraagg ydapat

memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapak yang satu

dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahamdikakan oleh pihak-
pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keleryang terbaik bagi

semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang juemtuuntuk memberikan
pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasabkahat dan mengenai
tata cara pembagian warisan yang dianggap adil meketentuan adat yang
berlaku.Bagi masyarakat adat Lampung, sistem mumygdwdan pelaksanaan
peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatarkéitem kekerabatan
(serumah, sesuku, sekampung,semarga, antar magaggaimana urutan
struktur masyarakat yang bersifat genealogis patal. Apabila ternyata

dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakdiusahakan masalah
tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jaEmadian hukum. Karena
menurut masyarakat adat Lampung, dibawanya magaeselisihan sampai
ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan kgéuglang bersangkutan

tidak terhormat lagi di mata masyarakat &at.

# Hasbi, Dalom Mangku Alam Pekon Patoman, wawancara tanggal 5 September 2013.
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C.Pembagian Waris Hukum Adat Lampung Saibatin Menurut Hukum
Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengfad. Hambali®” bahwa dalam waris
Islam bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak pgrean. Bahakan dalam
Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa apalbid¢da sepakat atau
musyawarah antara para ahli waris maka warisan dissgi secara sama rata.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewayeag berlaku adalah
Hukum Faraidh. Faraidh menurut istilah bahasa itd&tir (gadar/ketentuan dan
pada syara adalah bagian yang digadarkan/ditentideam waris), dengan
demikian faraidh adalah khusus mengenai bagianaails yang telah ditentukan
besar kecilnya oleh syara. Yang diatur antara taintang tata cara pembagian
Harta Warisan, besarnya bagian antara anak lakidekgan anak perempuan,
pengadilan nama yang berwenang memeriksa dan mgkantsengketa warisan,
dan lain sebagainya.

Agama Islam datang dengan aturan-aturan yang tatik membedakan
antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kedlugun besar semua mendapat
bagian. Pembagian harta warisan (pusaka) menuartasyislam (Al-Quran)
tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah $akni bagian seorang anak
laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anaknpguan atau 2 (dua)

berbanding 1 (satu).

¥ K.H. Hambali, Ketua MUI Kabupaten Pring Sewu, wawancara tanggal 6 September 2013.
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Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A pi@si Hukum
Islam (KHI) menyatakan :
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tenpgmgindahan hak
milik harta peninggalan (Tirkah ) pewaris, menermtulsiapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-mgsi
Kemudian Pasal 176 Bab Il KHI menjelaskan tentang
Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalaéngeh ( %2 )
bagian; bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersagama mendapatkan
dua pertiga (2/3) bagian ; dan apabila anak perempbersama-bersama
dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dbaybanding 1
(satu) dengan anak perempuan.

Pasal 183 KHI menyatakan :

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaidalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing agary bagiannya.

Dari uraian tertera diatas, nampak bahwa antaryapa telah ditetapkan
didalam ayat Al-Qur'an dengan yang terdapat dalafi khususnya mengenai
besarnya bagian antara anak laki-laki dengan aaednpuan dalam pembagian
harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris adatama yakni 2 (dua)
berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur@dan haidst Nabi
hukumnya wajib dan merupakan pegangan / pedomansbaguh umat Islam
dimuka bumi ini, maka ketentuan-ketentuan pembalyata warisan ( pusaka )
inipun secara optimis pula haruslah ditaati datdiipi.

Disamping itu sesuai dengan kemajuan dan perkerabangman serta

pendapat para ahli dikalangan umat islam, makamukaris Islam dituangkan
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kedalam suatu ketentuan peraturan yang disebut(Kéthpilasi Hukum Islam).
Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi antarenkngenai :
Pasal 209 KHI menyatakan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkas&d 76 sampai
dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan teghamtang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiatilah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.

2. Terhadap anak angkat yang menerima wasiat dibesiatavajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orangttizang angkat.

Dari pasal tersebut diatas, bahwa anak angkat sabglumnya menurut
Hukum Islam tidak berhak menerima harta warisamgitaia angkatnya kecuali
pemberian-pemberian dan lain-lain, maka sekaranggade berlakunya KHI
terhadap anak nagkatnya mempunyai hak dan bagramtgtah ditetapkan yaitu
sebesar 1/3 dariharta warisan orang tua angkaspahila anak angkat tersebut
tidak menerima wasiat Istilah ini dikenal dengabugan wasiat wajibah.

Lebih lanjut menuruk.H. Hambalf®, bahwa di dalam hukum kewarisan
Islam menganut prinsip kewarisan individual bilatetbukan kolektif maupun
mayorat. Maka dengan demikian Hukum Islam tidak tvegiasi pewaris itu dari
pihak Bapak ataupun pihak lbu saja dan para ahtispian dengan demikian
tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupunabkiperempuan saja. Objek
warisan dalam Hukum Islam adalah harta yang bedvigenda, baik benda

bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yemyangkut dengan hak-

hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidakpatunjuk yang pasti dari

® Ibid..,,
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Al-Qur'an maupun hadits Nabi, terdapat perbedaakatingan ulama berkaitan

dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yamgkm dijadikan harta

warisan menurut perbedaan pendapat para ulamduergasuf Musa mencoba
membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sddmait:

1. Hak kebendaan yang dari segi haknya tidak dalam henda/harta tetapi
karena hubungannya yang kuat dengan harta dieiteigai harta, seperti hak
lewat di jalan umum atau hak pengairan;

2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si nggal seperti hak
mencabut pemberian kepada seseorang;

3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehesidakayit, seperti
khiyar;

4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut prideskorang seperti
hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana diantara tersebut diatas gapagt diwariskan
adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskaitu hak-hak
kebendaan yang dapat dinilai dengan harta se@tinelewati jalan;

2. Hak-hak yang oleh ulama disepakati tidak dapat dskan yaitu hak-hak
yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan I kewalian ayah atas

anaknya;
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3. Hak-hak yang diperselisihnakan oleh ulama tidak tldpaariskan yaitu hak-
hak yang bersifat pribadi dan tidak pula besifdidrelaan, seperti hakiyar
dan hak pencabutan pemberian.
Yang menyangkut dengan utang-utang dari yang mgaingnenurut
Hukum Islam dapat diwarisi, dengan arti bukan kéveay ahli waris untuk
melunasinya dengan hartanya sendiri. Sedangkan yeergadi objek warisan
dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171:
a. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkaleh pewaris baik
yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupak-haknya.

b.Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagidari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaglang sakit
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah Hizja
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwdagpen harta waris
pada masyarakat adat Lampung Saibatin dikaji méndukum Islam, dapat
dilihat dari sistem kewarisan mayorat laki-lakiatal hukum waris adatnya, yang
menjadi salah satu penyebab anak perempuan bukdrdaggap sebagai ahli
waris. Sehingga jika ingin mendapat bagian hartdasam, semua itu tergantung
kepada kasih sayang ahli waris, atau dalam hanak laki-laki tertua. Hal ini
bertentangan dengan Hukum Islam yang membagi weakispada para ahli waris
berdasarkan Hukum Islam. Pada Hukum Islam paraveditis adalah mereka
yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawirsehingga anak

perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli warigiesgara pada Hukum Adat

Lampung Saibatin hanya anak laki-laki tertua saagy memiliki kedudukan
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untuk mewaris. Meskipun terdapat beberapa faktpersefaktor pendidikan,
perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosiahg yseharusnya dapat
mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masladstakhususnya pada
masyarakat adat Lampung, namun secara internalngutardapat faktor

kesadaran dan kebangkitan individu yang masih mantgeteguh adatnya.
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A.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, makaditapikt kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Bahwaproses pembagian harta waris menurut hukum adaplagn
Saibatin Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pering$®avinsi Lampung,
dapat dilihat dari struktur masyarakat adat LampRagisir adalah Patrilinial
yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garisld&kidengan bentuk
perkawinan masyarakat patrilinighlternerend Karena menganut sistem
kekerabatan patrilinial, maka perkawinannya dilaukdengan “jujur”,
sehingga setelah selesai perkawinan isteri haruts kkpada pihak suami
Subjek pewarisan adalah pewaris dan ahli waris.aAsvadalah orang yang
memperoleh harta warisan (harta pusaka, dan hastecaparian) yang
nantinya harta tersebut akan dialihkan kepada ahtisnya (anak laki-laki
tertua). Sedangkan ahli waris adalah anak laki-lektua yang diberi
tanggung jawab oleh orangtuanya untuk menjaga dametihara harta
warisan dan dipergunakan sesuai dengan adat yamtakie pada
masyarakatnya. Objek warisan dalam adat Lampunbataiadalah harta
turun temurun dari kakek yaitu, rumah, tanah, pemgan dan seluruh

barang-barang pusaka peninggalan dari kakek davla@gahnya memiliki
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harta pencaharian sendiri maka harta tersebut dhipagikan kepada anak-

anaknya bergantung pada keputusan keluarga denganggomakan

musyawarah.

Bahwa pembagian harta waris pada masyarakat adatplray

Saibatin dikaji menurut Hukum Islam, dapat dilihddri sistem kewarisan
mayorat laki-laki dalam hukum waris adatnya, yarenjadi salah satu penyebab
anak perempuan bukanlah dianggap sebagai ahli .w@dkingga jika ingin
mendapat bagian harta warisan, semua itu tergarkepagda kasih sayang ahli
waris, atau dalam hal ini anak laki-laki tertua.l Hi@ bertentangan dengan
Hukum Islam yang membagi warisan kepada para arisvberdasarkan Hukum
Islam. Pada Hukum Islam para ahli waris adalah kaeyang memiliki hubungan
darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak peaempemiliki kedudukan
sebagai ahli waris, sementara pada Hukum Adat Lam@aibatin hanya anak
laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan untakwaris.

Saran

Kedudukan ahli waris ditentukan bagiannya menurieQ#@ran Surat IV

yang juga merupakan dasar dari dibuatnya KompHhagium Islam, mengatur
keseimbangan perolehan antara hak dan kewajibaargp@nak laki-laki dan
seorang anak perempuan, sehingga baik anak lakideupun perempuan
mendapatkan bagian harta warisan. Sedangkan hukewmarisan dalam
masyarakat adat Lampung Pesisir yang beragama Isiasih banyak yang

melaksanakannya secara hukum adat, yang merugikak perempuan, bukan
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secara hukum Islam. Hal ini karena pada umumnyayanakat adat Lampung
Pesisir, dalam hal ini masyarakat Muslim Pagelargang melakukan
penyimpangan hukum kewarisan Islam pada pembagema hwarisannya
disebabkan oleh kurangnya kesadaran mereka mengekain kewarisan Islam
sebagai bagian dari ajaran agama Islam, sehinggakenéebih memilih hukum
adat. Oleh sebab itu, sebaiknya ditingkatkan kesad#&entang pembelajaran
hukum kewarisan Islam khususnya, dan hukum Islamia pamumnya. Bila
semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akam agaan, maka seharusnya
pemeluk agama Islam akan memilih hukum kewarisiamislalam melaksanakan
pembagian harta warisan, karena hukum ini berasal @leh karena itu, pola
prilaku masyarakat Muslim yang menyimpang dari fasan hukum kewarisan
Islam, hanya merupakan penyimpangan yang tidaktgsling lama. Maka perlu
dilakukan penyuluhan Kompilasi Hukum Islam secartensif oleh kalangan

Hakim Agama dan mubaligh di daerah Pagelaran tetseb
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